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PUTUSAN
NOMOR 1138/Pdt.G/2024/PA.Kjn

S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN
PEKALONGAN, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan
Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 28 Agustus 2024 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXX
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XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0477/56/1X/2015 tertanggal 25 September 2015, dan Tergugat telah
mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta
Nikah;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan
Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx XXX XXX XXX,
Dukuh Sekarum, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, sejak awal menikah September 2015
sampai Mei 2019;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang
baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), namun telah dikaruniai 1
(satu) anak, yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 02-01-
2016, Pendidikan SD kelas 1. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena
Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Anak;

7. Bahwa puncaknya pada Mei 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tempat tinggal bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjalankan
kewajibannya sebagai suami dari Penggugat maupun ayah dari anak
Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat
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dan menemui Tergugat, namun Tergugat enggan untuk kembali, karena tidak
mau bekerja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, sejak Mei 2019 hingga saat
gugatan ini diajukan. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi

yang wajar layaknya suami istri;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan tersebut,
Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah
memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak
pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati
Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak
mempunyai Itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
Selama ini Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga
namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya sehingga Penggugat

sudah kecewa terhadap sikap Tergugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
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Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER:;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT (Alm))
terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cg. Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
penggilan (relaas) Nomor : 1138/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan tambahan bahwa dahulu
Tergugat bekerja sebagai pedagang baju namun sekarang tidak tahu bekerja

apa, adapun penghasilannya Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0477/56/1X/2015 tanggal25 September
2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kajen
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi;

1. Eka Sofiana Trisnawati Binti Slamet Sutrisno, umur 29 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Strata |, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
XXXXX XXXXXXX  Rt.002 Rw.007 XXXX XXXXXXXX ~ XXXXXXXXX  XXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, telah bersumpah secara agama Islam, lalu

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
XXXXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak2018 mulai sering bertengkar;

-Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
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bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 5 tahunan, Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum mendamaikan dan belum menasihati,namun
keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati namun tidak
berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat
saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh
anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab,
Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar

norma hukum;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dulu pedagang baju

namun setelah covid Tergugat tidak bekerja;

2.  SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx XxXxXxx XXxxxX, tempat tinggal
di xxxxx xxxxxxx Rt.002 Rw.007 XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, telah bersumpah secara agama Islam lalu

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
XXXXX;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak2018 mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat
malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anaknya,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 5 tahunan, Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum mendamaikan dan belum menasihati,namun
keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati namun tidak

berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat
saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh
anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab,
Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar

norma hukum;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula

tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan
agama lIslam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf
a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak
adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara
ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti

surat berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, antara
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Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat
dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap

Tergugat;
Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan

yang sah secara hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui
proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh
karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009
Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis
namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan
bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan puncaknya antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahunan dan selama itu
pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan

nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana
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layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh
karena itu gugatan Pengguga diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus
secara verstek sebagaimana Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
maka hak jawab Tergugat menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam
Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405;

UEIGRPYE  SNEHYEANNESTD

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi
tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya
menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan

yang berdasarkan hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di

persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., seharusnya gugatan

Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian

terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah

perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan
motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian
pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/
persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan maksud Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian

Penggugat tetap dibebani pembuktian..
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah dan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal
301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti
tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran, alat bukti tersebut
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak
yang bernama yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 02-01-
2016 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi
saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912
KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
sekitar bulan September tahun 2015 dan sudah dikaruniai 1 anak yang

sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak2018 karena tidak
mengetahui permasalahannya, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang

lebih 5 tahunan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk

Penggugat;

- Bahwa saksi belum mendamaikan dan belum menasihati,namun keluarga

sudah pernah mendamaikan dan menasihati namun tidak berhasil
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang
dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 25
September 2015 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak2018
karena tidak mengetahui permasalahannya, Tergugat malas bekerja sehingga
tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 5 tahunan, Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama,;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah
tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai keluarga/orang-orang dekat Penggugat sudah tidak
sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai XXxXxxxxx;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian
sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahunan, pihak
keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun
tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Pengadilan sudah
berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan
yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al

Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

— 2 B - R ?of 3 T € B
] 1558ut) 131531 A8uudil &0 3T 315 &1 wilil &
w ~ - — _ - 5 _
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat
dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan
maksud Pasal 39 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan
perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan
demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'’in
sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan

dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.
Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama yang bernama XXXXX, Perempuan,
lahir di Pekalongan, 02-01-2016 anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
Pengadilan berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan
akan tumbuh kembang anak sampai dewasa maka Pengadilan secara ex officio
perlu mempertimbangkan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat
sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf C
Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menegaskan bahwa Pengadilan
Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya
apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana
hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara
suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka
biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila
dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya,
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu
juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat
perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab
ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempertimbangkan kebutuhan
minimum anak serta kemampuan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa
nafkah anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 02-01-2016
yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sejumlah Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa
(umur 21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama diasuh

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka
untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa
Pengadilan menambahkan kenaikan sepuluh persen pertahun dari jumlah biaya
yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang
bernama XXXXX minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21
tahun/menikah) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan
dan kesehatan selama diasuh oleh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 M. bertepatan
dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Agustuti, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
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H. Dede Andi, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Wiwin Sutini, S.Sy., M.H Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 75.000,00
Biaya : Rp 350.000,00
Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00
Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen
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Dra. Faridah
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